Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Tbn

;._..--;E:--'ﬂp ‘i. _,E :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:
NAMA PEMOHON , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Tani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".;
melawan
NAMA TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Tidak Bekerja, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi.;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 01 September

2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 1839/

Pdt.G/2015/PA. Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak

terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor
: 15/05/11/2014 tanggal 05 Februari 2014);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah
orangtua Pemohon selama 1 hari.;

3. Bahwa,Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah
rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobladukhul),
karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri, Termohon menolak

karena Termohon tidak ingin mempunyai anak dari Pemohon sebab Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma dengan pernikahan yang pertama yang merasakan sakit pada saat melakukan
hubungan intim ;

4. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga sejak Februari 2014 Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal dan berpisah selama kurang lebih 1 tahun 7
bulan;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin
sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama
Termohon; dan karenanya Pemohon memohon mengajukan permohonan ini.;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;

- Memberikan ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu ba’in
terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir
sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/
kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1839/Pdt.G/2015/
PA.Tbn tanggal 04 September 2015 dan tanggal 25 September 2015 yang dibacakan di
persidangan ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh Ketua Majelis telah
diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon namun tidak
berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan

bukti berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Jatirogo, Kabupaten Tuban Nomor 15/05/11/2014 Tanggal 05 Februari 2014, Bukti
surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat
yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI ,umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat

kediaman di XXX, Kabupaten Tuban;, dihadapan persidangan memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai
tetangga Pemohon,;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan
mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, namun sejak
menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami
isteri yang disebabkan karena Termohon menolak melakukan hubungan suami isteri,
Termohon menolak karena Termohon tidak ingin mempunyai anak dari Pemohon
sebab Termohon trauma dengan pernikahan yang pertama yang merasakan sakit pada
saat melakukan hubungan intim, ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1
tahun 7 bulan dan selama itu mereka tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat

kediaman di XXX, Kabupaten Tuban;, dihadapan persidangan memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai
tetangga Pemohon,;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan menghadap dipersidangan dan

mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
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- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami — istri sah, namun
sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya
suami isteri yang disebabkan karena Termohon menolak melakukan hubungan suami
isteri, Termohon menolak karena Termohon tidak ingin mempunyai anak dari
Pemohon sebab Termohon trauma dengan pernikahan yang pertama yang merasakan
sakit pada saat melakukan hubungan intim.;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1
tahun 7 bulan dan selama itu mereka tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.;

- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon.;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia

telah dipanggil secara patut sebagaimana surat panggilan relaas Nomor 1839/

Pdt.G/2015/PA. Tbn, tanggal 04 September 2015 dan tanggal 25 September 2015, yang

dibacakan dipersidangan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata

dengan ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal

125 Jo., pasal 126 HIR., perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon

(Verstek).;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga
tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan

dalil-dalil permohonan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.;
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Mengingat bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli
figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

tUk°f qU°E ua® DJ¢ qnO svpnTpU~ P°l° sY qU®° 20"

®l% sY
Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia
tidak memghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah

haknya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas,
maka Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan / terbukti yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan
yang sah.;

- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan
hubungan suami istri (Qobla dukhul) karena Termohon menolak melakukan
hubungan suami isteri, Termohon menolak karena Termohon tidak ingin
mempunyai anak dari Pemohon sebab Termohon trauma dengan pernikahan
yang pertama yang merasakan sakit pada saat melakukan hubungan intim..;

- Bahwa sejak Februari 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah
tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 1 tahun 7 bulan, dan selama berpisah
tersebut tidak ada hubungan lahir dan bathin, tanpa ada komunikasi lagi, serta
tidak ada harapan dapat rukun kembali.;

- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun
dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar,
dimana seharusnya perkawinan dibangun atas dasar saling mencintai antara satu dengan
yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan pernikahan tersebut dan
telah pisah selama 1 tahun 7 bulan serta selama berpisah tak ada yang berusaha untuk
rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka
keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga yang

sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan
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sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo., Al-qur'an surat Ar-Rum
ayat 21, karenanya lebih baik diputusakan ikatan perkawinannya agar masing-masing
suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang
berkepanjangan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan
didalam sidang dan keterangan mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka
keterangan saksi tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan
Pemohon.;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena
telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, dimana seharusnya
perkawinan dibangun atas dasar saling mencintai antara satu dengan yang lain, namun
ternyata salah satu pihak tidak menginginkan pernikahan tersebut maka dalam rumah
tangga tersebut telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk
ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana
dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa halmana bersesuaian dengan Yurisprodensi tetap
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991,
bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah
tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa
dipertahankan lagi; tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga
tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al
Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

qcUI IcYA tUU~2°0 @ zcU™ aYAI a 74
Artinya :“Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati) untuk

talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;
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Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah
dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon
tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang
isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan
salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang
kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009
tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah
untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan
perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di
persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
ba’in terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Tuban;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan
penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1839/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Masehi
bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama
Tuban yang terdiri dari Drs. H. SOEPANDI., sebagai Ketua Majelis dan
Drs. HM.UBAIDILLAH,MSi., serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATILMH., sebagai
hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HMASHUDI, S.Ag..MH.,
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota I Ketua Majelis
Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi Drs. H. SOEPANDI
Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

H.MASHUDIL S.Ag.. MH

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
b. Biaya proses : Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan : Rp.300.000,-
d. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai :Rp.  6.000.-
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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